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The presence of landmines and explosive remnants of war (ERW) is considered a 
global issue. Landmines and ERW are seen as humanitarian threat since it affect  
people’s safety. The need for international regime to solve the issue is pivotal for 
this paper. ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) as the regime to address 
the issue in Southeast Asia has important roles. Vietnam as one of ASEAN 
countries which heavily affected by the war has left its legacy of landmines and 
ERW. Since landmines and ERW in Vietnam were located in some civilian places, 
its danger has been quite alarming. Therefore, this paper discusses the 
participation of Vietnam as ARMAC member in resolving the issue of landmines 
and ERW. ARMAC is considered to be not as optimum as it should in resolving 
landmines and ERW issue in Vietnam. This result can be caused by the internal 
interest that Vietnam has.  
 




Perang yang terjadi di dunia telah menimbulkan dampak yang sangat luar 
biasa bagi negara-negara terlibat. Salah satunya ialah dampak yang 
ditimbulkan pada Perang Vietnam, yakni adanya sisa Ranjau Darat Anti-
Personil (RDAP) dan juga Explosive Remnants of War (ERW) yang telah tertanam 
di wilayah Vietnam, namun tidak meledak pada saat terjadinya perang. 
Kehadiran senjata sisa perang tersebut dinilai sangatlah membahayakan 
keamanan negara dan masyarakatnya. Berdasarkan International Campaign to 




dan melukai warga sekitar, namun keberadaannya juga merusak lingkungan. 
Tanah-tanah yang tertanam ranjau tidak bisa digunakan sebagai lahan 
pertanian atau tempat tinggal karena sebelum lahan tersebut dinyatakan benar-
benar bersih dan bebas dari ranjau darat yang masih tertanam dan aktif, 
penduduk setempat sama sekali dilarang untuk mendekati area itu untuk 
menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Beberapa negara juga 
dianggap dengan sengaja memproduksi RDAP tersebut. Berdasarkan laporan 
ICBL tahun 2006, terdapat 13 negara yakni Burma, Cina, Cuba, India, Iran, 
Korea Utara, Korea Selatan, Nepal, Pakistan, Rusia, Singapura, Amerika Serikat, 
dan Vietnam. Namun, dari 13 negara yang disinyalir memproduksi RDAP 
tersebut, terdapat beberapa negara yang tidak secara aktif melakukan produksi, 
diantaranya ialah Vietnam. Pada tahun 2005, beberapa pejabat Vietnam telah 
menyatakan bahwa Vietnam tidak lagi memproduksi RDAP (ICBL, 2006). 
 Berdasarkan pernyataan di atas, beberapa negara yang wilayahnya 
diyakini mengandung RDAP dan ERW adalah negara-negara di Asia Tenggara. 
Dalam sejarah singkat adanya RDAP dan ERW di Asia Tenggara, Kamboja dan 
Vietnam menjadi dua negara yang dinilai paling banyak memiliki RDAP dan 
ERW lantaran dampak perang yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. 
Sehingga hal tersebut menggerakkan inisiasi bagi ASEAN, selaku institusi 
regional di Asia Tenggara untuk membentuk suatu wadah guna menangani 
permasalahan RDAP dan ERW tersebut. Tahun 2012, pada Cambodia’s ASEAN 
Chairmanship, Perdana Menteri Kamboja mengusulkan pembentukan wadah 
penanggulangan RDAP dan ERW tersebut. Lalu terbentuknya apa yang 
dinamakan ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) pada 2013. ASEAN 
Regional Mine Action Center (ARMAC) merupakan framework bagi negara-negara 
anggota ASEAN terkait penanganan ranjau darat dan Explosive Remnants of War 
(ERW) secara kolektif. Pertemuan ARMAC yang pertama terjadi pada tahun 2016 
guna meresmikan operasionalisasi fungsi ARMAC tersebut (ASEAN, 2016). 
       Kamboja dan Vietnam sebagai dua negara di Asia Tenggara yang mendapat 




merasakan hasil dari dibentuknya ARMAC tersebut. Namun begitu, peran 
ARMAC bagi kedua negara tersebut nampak sangat berbeda. Jika melihat data 
dari Kamboja terkait korban RDAP dan ERW pada tahun 2015 sebanyak 111 
korban jiwa menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 154 korban jiwa 
dan juga korban pada tahun 2017 sebanyak 58 menurun dari tahun 
sebelumnya sebanyak 83 korban jiwa (Landmine Cluster Monitor, 2016). 
Sedangkan di Vietnam justru mengalami peningkatan yakni dari 7 di tahun 
2015, 9 di tahun 2016, menjadi 14 di tahun 2017 (Landmine Cluster Monitor, 
2018). Meskipun 3 tahun sebelum tahun 2015, telah terjadi penurunan yang 
drastis, namun begitu semenjak 2015-2017 terjadi kembali peningkatan. 
Padahal mengingat tahun 2017 telah satu tahun ARMAC diresmikan dengan 
segala fungsi dan operasionalisasinya. Sejak tahun 1975 hingga 2017 di 
Vietnam telah tercatat sebanyak 105.073 korban ERW, 38.978 korban 
meninggal dunia, dan 66.093 korban luka-luka, serta 2 tidak diketahui. Melihat 
data tersebut, meskipun jumlah korban di Kamboja lebih banyak daripada 
Vietnam, namun fluktuasi peningkatan dan penurunan jumlah menjadi faktor 
utama dalam penentuan objek penelitian tulisan ini. Dapat dikatakan bahwa 
peran ARMAC bagi Kamboja sudah terlihat, namun belum bagi Vietnam. 
       Berdasarkan data dari Landmine & Cluster Monitor, Vietnam termasuk 
negara dengan luas wilayah 61.304 km2 terkontaminasi oleh ERW. Beberapa 
wilayah terkontaminasi juga berada di wilayah-wilayah sentral, seperti central 
coastal, central highland, delta sungai Mekong, dan juga delta sungai Merah. 
Lantaran beberapa letaknya yang di pusat area menjadikan RDAP dan ERW 
sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, 
ASEAN diharapkan dapat menunjukkan peranan yang baik dalam melindungi 
hak-hak hidup seluruh masyarakat ASEAN (Alkadrie  Mooy, 2016). Salah satu 
upaya perlindungan masyarakat ASEAN ditunjukkan dengan melakukan 
peningkatkan kesadaran bahaya RDAP dan ERW. Upaya tersebut termasuk ke 
dalam tujuan utama ARMAC, namun sepertinya belum dilaksanakan secara 




       Beberapa kajian akademis terdahulu terkait permasalahan RDAP dan ERW 
dan efek bahayanya cenderung fokus pada: (1) kesehatan; (2) kesepakatan antar 
negara, dan; (3) politik, sosial, ekonomi. Kategori kajian pertama membahas 
mengenai bahaya RDAP dan ERW terhadap kesehatan manusia. RDAP dan ERW 
dianggap mengancam keamanan insani. Permasalahan RDAP dan ERW yang 
memakan korban jiwa dianggap tidak hanya mengancam secara fisik tetapi juga 
ada ancaman psikologis secara langsung terhadap masyarakat yang terlibat 
(Frost, et al, 201). Selain itu, luka bahkan kematian yang diakibatkan oleh RDAP 
dan ERW tetaplah menjadi momok bukan hanya bagi masyarakat biasa namun 
juga bagi para tentara yang berperang. Tidak hanya itu, penanganan terhadap 
luka yang diakibatkan oleh senjata tersebut juga membutuhkan prosedur yang 
tidak sembarangan (Trimble & Clasper, 2001). 
       Kajian kategori kedua berfokus pada adanya kesepakatan antarnegara 
dalam menangani permasalahan RDAP dan ERW tersebut. Salah satu 
kesepakatan internasional yang terjadi antarnegara tertuang dalam Konvensi 
Ottawa. Dalam sebuah konvensi, keberhasilan maupun kegagalannya sangatlah 
berkaitan dengan negara-negara anggota mengambil alih implementasi (Brinket, 
2003). Selain itu, terdapat pula kesepakatan antarnegara yang terjadi di dalam 
sebuah Non-Governmental Organization (NGO). Kesepakatan yang terjadi 
lantaran mereka mempunyai tujuan yang sama yakni mendukung pemusnahan 
RDAP dan ERW. Kesepakatan yang terjalin menjadikan adanya global mine-ban 
movement yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi media dan teknologi 
lainnya guna menyebarkan statistik tidak tetap, gambar, dan lain-lain yang 
memicu negara untuk melakukan tindakan lantaran adanya tekanan dari 
berbagai pihak (Matthew & Rutherford, 2003). Tidak hanya dengan kesepakatan 
yang mengikat, namun terdapat juga NGO yang didalamnya diikuti oleh 
beberapa negara. NGO juga berfungsi dalam melakukan pembelajaran sosial 
secara langsung terhadap apa yang disebut dengan mine action. Aktivitas yang 
dijalankan oleh NGO dalam melakukan pendekatan terhadap penanganan 




lantaran NGO bekerja sama dengan yang lainnya dalam mencapai tujuannya 
(Gilson, 2009).  
       Kajian kategori terakhir berfokus terhadap politik, sosial, ekonomi. Dalam 
kategori ini, terdapat pasar yang mewadahi RDAP dan ERW. Tidak hanya itu, 
berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kamboja, kepentingan politik juga 
dianggap telah mempengaruhi distribusi maupun penanganan RDAP dan ERW 
(Chapman, 2010).  Selain itu, adanya RDAP dan ERW juga dilihat sebagai 
bentuk krisis ekonomi-sosial. Hal tersebut disebabkan lantaran adanya dampak 
kesehatan yang akan berujung pada finansial dalam menangani masalah 
kesehatan tersebut. Oleh karena itu, secara tidak langsung dampak yang 
ditimbulkan oleh RDAP dan ERW juga merambah pada sosial-ekonomi 
(Williams, 1995).        
       Ketiga kategori tersebut membahas secara umum mengenai permasalahan 
RDAP dan ERW. Dilihat dari kategori kedua, kesuksesan sebuah framework 
internasional juga dilandasi pada adanya rasa kepemilikan implementasi yang 
diterapkan oleh tiap negara anggota yang telah menyetujui framework tersebut. 
Pembahasan mengenai satu negara secara spesifik juga belum terlalu muncul 
pada kajian terdahulu, hanya negara Kamboja yang sempat menjadi objek 
penelitian dalam kajian terdahulu. Secara khusus, kajian-kajian terdahulu 
belum membahas mengenai spesifik mengenai tingkat efektivitas framework 
regional, yakni ARMAC terhadap keanggotaan Vietnam. Oleh karena itu, tulisan 
ini mengangkat pertanyaan, “Mengapa setelah dibentuknya ARMAC, masalah 
RDAP dan ERW di Vietnam masih mengalami peningkatan meskipun 
kegiatan-kegiatan penanganan masalah tersebut telah ada?” Teori rezim 
internasional akan digunakan untuk menganalisa permasalahan pada 
penelitian ini. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan deskripsi teori yang 
digunakan untuk analisa. 
       Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu 
rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka. Dalam hal ini, 
ARMAC berfungsi sebagai rezim di kawasan memiliki peran untuk menangani 




Menurut Puchala dan Hopkins (1982), rezim selalu ada di setiap isu area 
hubungan internasional lantaran terdapat keteraturan perilaku seperti prinsip-
prinsip, norma-norma, atau aturan-aturan yang harus ada untuk 
dipertanggungjawabkan. Menurut Oran R. Young (1980), rezim merupakan 
institusi sosial yang mengatur tindakan anggotanya yang tertarik pada sebuah 
aktivitas yang spesifik (atau serangkaian kegiatan yang bermakna) di dalam 
komunitasnya, rezim juga merupakan sebuah struktur sosial. Puchala dan 
Hopkins (dalam Haggard and Simmons), teori rezim internasional merupakan 
pendekatan yang mengasumsikan bahwa perilaku sebuah negara dipengaruhi 
oleh adanya norma dalam sistem internasional. Dikatakan bahwa norma ini 
terdapat dalam area isu dalam sistem internasional (Haggard & Simmons, 
1987). Rezim dianggap lemah tanpa adanya koherensi dari prinsip, norma, 
aturan, dan prosedur pengambilan keputusan (Krasner, 1982).  
Sementara itu Hasenclever et. al. (2000), berdasarkan teori Rezim 
Internasional yang berasal dari tradisi liberal, berargumen bahwa berbagai 
institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara 
maupun aktor internasional yang lain. Sebuah rezim diorganisasikan dengan 
perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum 
internasional. Lebih jauh lagi rezim dapat membentuk perilaku dari negara-
negara penyusunnya.  
Selain itu, Hasenclever et. al., juga secara spesifik membagi pendekatan 
mengenai rezim internasional kedalam, teori berdasarkan kepentingan (interest-
based theory) dan teori berdasarkan kekuatan (power-based theory). Pendekatan 
interest-based theory erat kaitannya dengan paradigma neoliberalis yang 
memiliki asumsi bahwa adanya rezim internasional akan dapat membantu 
negara-negara untuk merealisasikan kepentingannya. Interest-based kemudian 
dikategorikan menjadi dua fokus, yakni kontraktualisme dan strukturalisme-
situasi. Sedangkan pendekatan power-based theory sangat dekat dengan 
paradigma realis yang berasumsi bahwa kebutuhan negara juga merupakan 




Meskipun realis tidak terlalu melihat institusi internasional dalam 
pembahasannya, namun tidak dipungkiri bahwa kerja sama berbasis rezim 
tetap dibutuhkan guna pemenuhan public goods.  
 
PEMBAHASAN 
Kontraktualisme dalam Pembentukan ASEAN Regional Mine Action Center 
(ARMAC) sebagai Rezim Internasional 
 Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk 
Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, merupakan wilayah yang 
terkena dampak perang terlihat dari adanya sisa-sisa RDAP dan ERW (Akbe, 
2019). Adanya senjata-senjata sisa perang yang terkubur di dalam tanah 
tersebut sangatlah berbahaya bagi masyarakat. Senjata-senjata sisa perang 
yang tidak meledak pada saat perang tersebut, masih bersifat aktif sehingga 
dapat memakan korban jiwa. 
Banyaknya korban jiwa yang jatuh lantaran adanya RDAP dan ERW yang 
dengan tidak sengaja meledak telah membuat negara-negara ASEAN menjadi 
lebih sadar akan pentingnya penanggulangan yang segera terkait masalah 
tersebut. Berdasarkan data dari Landmine & Cluster Munition (2016), di 
Kamboja sendiri sebanyak 64.579 korban jiwa terhitung sejak tahun 1979 
diakibatkan oleh RDAP dan ERW. Sementara itu di Vietnam, hampir dua kali 
lipat, yakni sebanyak 105.073 korban jiwa terhitung sejak tahun 1975. 
Banyaknya korban yang muncul menjadikan RDAP dan ERW sangatlah 
berbahaya, apalagi keberadaan mereka yang tertanam di bawah tanah dan tidak 
secara langsung dapat terdeteksi.  
 Selain itu, kebanyakan dari korban ledakan RDAP dan ERW tersebut 
adalah masyarakat sipil dan juga anak-anak (Guillermo, 2019). Oleh karena itu, 
banyak negara-negara di dunia melihat hal ini sebagai masalah global yang 
harus diselesaikan demi misi kemanusiaan. Hal ini juga memacu negara-negara 
di Asia Tenggara untuk mulai memikirkan penyelesaian mengenai masalah 
tersebut. ASEAN sebagai institusi regional mulai memunculkan pembicaraan 




 Lantaran banyaknya anggota negara ASEAN yang terkena dampak adanya 
RDAP dan ERW tersebut akhirnya memunculkan adanya kepentingan bersama 
untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan begitu, pada tahun  2012, 
Kamboja menginisiasi program bersama dalam penanganan RDAP dan ERW di 
kawasan Asia Tenggara. Pada tahun itu pula dalam ASEAN Summit Meeting yang 
ke-21 yang diadakan pada 18 November 2012, petinggi-petinggi negara anggota 
ASEAN mengadopsi pembentukan ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC). 
Setelah mendapat dukungan dari anggota negara ASEAN lainnya, akhirnya 
pada tahun 2013, Terms of Reference (ToR) dari ARMAC mulai disahkan pada 
ASEAN Summit Meeting ke-22. Dan menyetujui Kamboja sebagai Host Country 
dari ARMAC. Tahun 2014, gedung utama ARMAC mulai dibangun di Kamboja. 
Pembangunan sendiri berjalan selama dua tahun. Pada tahun 2016, gedung 
utama ARMAC akhirnya diresmikan. Pada tahun yang sama juga, Steering 
Committee Meeting yang pertama diadakan. 
 Lantaran ARMAC dibentuk di bawah payung ASEAN, maka semua negara 
ASEAN diharuskan untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh ARMAC. Pembentukan ARMAC yang juga didasari lantaran adanya common 
interest yang dimiliki ASEAN sebagai institusi kawasan juga menjadikan negara 
anggotanya secara otomatis terlibat, baik secara aktif maupun tidak. Setelah 
terbentuknya ARMAC, ASEAN yang notabene menganut prinsip non intervensi 
juga tidak serta merta dapat memaksa negara anggotanya untuk melakukan 
hal-hal tertentu secara paksa. Oleh karena itu, ARMAC menerapkan 
pendekatan guna mengatasi permasalahan RDAP dan ERW secara tidak 
langsung yakni dengan meningkatkan kesadaran semua negara anggota bahkan 
masyarakat terkait bahaya dari RDAP dan ERW. Selain itu, pendekatan lainnya 
dilakukan dengan memberikan fasilitas medis dan rehabilitasi jika ada negara 
anggota ASEAN yang memintanya. Terakhir, memberikan bantuan kepada 
negara anggota ASEAN yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal 
RDAP dan ERW. Bantuan berupa finansial juga akan disediakan oleh ARMAC 




Jika dilihat dari awal terbentuknya ARMAC menunjukkan adanya 
kesadaran yang mulai dimiliki oleh para negara anggota. Hal tersebut menjadi 
bukti adanya kesamaan kepentingan yang kemudian mewujudkan 
terbentuknya program-program yang harus dijalankan guna mengatasi 
permasalahan tersebut. Dengan terbentuknya ARMAC, maka negara-negara 
ASEAN mempunyai guidelines dalam menyikapi permasalahan RDAP dan ERW 
di kawasan. Oleh karena itu, pembentukan ARMAC dapat dilihat sebagai 
langkah penting yang telah diambil ASEAN dalam menyikapi permasalahan 
RDAP dan ERW. 
Adanya kesamaan kepentingan negara-negara ASEAN, menjadikan 
adanya kontraktualisme dalam terbentuknya ARMAC. ARMAC juga memiliki 
legal instrument seperti Piagam ASEAN, ASEAN Political Security Blueprint 2025, 
ASEAN Leaders Statement on ARMAC, dan Terms of Reference of ARMAC, 
instrument legat tersebut tidak mengikat secara paksa seperti karakter ASEAN 
sendiri yang memang tidak terlalu formal. Lantaran berbasis pada prinsip dasar 
ASEAN, maka ARMAC tidak dapat memaksakan program kerjanya kepada 
semua negara anggota ASEAN. Hal ini juga dikarenakan adanya kepentingan 
domestik masing-masing negara yang menghalangi ARMAC dapat berjalan 
secara efektif dan optimal.  
 Banyak negara-negara ASEAN yang masih mengedepankan isu-isu 
lainnya seperti isu kesenjangan ekonomi, permasalahan politik masing-masing 
negara yang kompleks, serta isu-isu domestik lainnya yang dianggap lebih 
darurat. Oleh karena itu, banyak negara ASEAN yang harus mengedepankan 
agenda untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan domestik terlebih 
dahulu (Heng, 2020). Hal ini dapat menjadikan alasan kurang optimalnya 
ARMAC. Tidak hanya permasalahan domestik yang menjadi isu darurat, namun 
permasalahan batas kawasan juga masih menjadi bahan diskusi hangat bagi 
negara-negara ASEAN. 
 Permasalahan-permasalahan tersebut juga dihadapi Vietnam yang 
notabene negara ASEAN dengan jumlah RDAP dan ERW yang besar yakni 




Kuhn, 2017). Meskipun memiliki jumlah wilayah luas yang terkena dampak 
RDAP dan ERW, Vietnam juga menghadapi permasalahan isu sosial domestik 
yang menuntut penyelesaian. Lantaran negara memiliki sifat rasionalis, oleh 
karena itu,  Vietnam masih memilih untuk mengedepankan isu-isu domestik 
darurat dan adanya tuntutan dari masyarakat untuk segera diselesaikan 
sehingga program-program ARMAC belum sepenuhnya optimal bagi Vietnam 
dalam menangani permasalahan RDAP dan ERW.  
 
Strukturalisme-Situasi dalam Pembentukan ASEAN Regional Mine Action 
Center (ARMAC) sebagai Rezim Internasional 
 Strukturalisme-situasi merupakan penjabaran yang lebih luas dan 
mendalam dari kontraktualisme (Hasenclever, et. al., 1996). Bagaimana rezim 
dibentuk, dijalankan, dikembangkan, dan dijaga merupakan fokus yang ada 
dalam strukturalisme-situasi. Dalam hal ini, koordinasi dan kolaborasi bersama 
dalam rezim internasional dianggap perlu untuk dilakukan anggota-anggota 
rezim (Hasenclever, et. al, 1996). Namun begitu, lantaran sifat dasar dari kedua 
proses tersebut yang berbeda, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan akan 
berbeda pula.  
 Perang-perang yang terjadi di Asia Tenggara telah berakhir hampir 50 
tahun yang lalu, namun dampaknya dari segi humanitarian masih terasa hingga 
saat ini. Negara-negara seperti Laos, Kamboja, Vietnam masih merasakan 
bahayanya setiap hari lantaran adanya senjata sisa perang yang tertanam 
dalam tanah dan belum meledak. Permasalahan ini semakin menjadi 
kekhawatiran negara-negara ASEAN yang sebagian besar memiliki wilayah 
dengan RDAP dan ERW hingga puluhan hektar. Oleh karena itu, upaya bersama 
dalam penyelesaian permasalahan tersebut dijadikan  sebagai landasan dalam 
mendirikan adanya rezim kawasan. 
 Setelah melalui berbagai proses, akhirnya ASEAN Regional Mine Action 
Center (ARMAC) dibentuk. Meskipun beberapa negara anggota ASEAN lainnya 
tidak terkena dampak humanitarian dari RDAP dan ERW, adanya solidaritas 




dukungan dari negara-negara anggota. Dengan persentase wilayah terkena 
dampak RDAP dan ERW yang cukup besar, menjadikan isu tersebut menjadi 
permasalahan yang patut mendapat perhatian kawasan. Di era sekarang ini, isu 
kemanusiaan menjadi salah satu fokus utama dalam menjalankan sebuah 
rezim. Oleh karena itu, demi mengatasi jatuhnya korban yang semakin banyak 
akibat RDAP dan ERW, maka ASEAN berkolaborasi bersama untuk menjadikan 
ARMAC sebagai wadah untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik 
dalam penyelesaian permasalahan tersebut. 
 Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan RDAP dan ERW di 
kawasan Asia Tenggara, ARMAC sendiri telah mengadakan partnership dengan 
berbagai organisasi maupun negara-negara lain untuk mendapatkan bantuan. 
Berdasarkan data dari ARMAC Annual Report tahun 2020, terdapat lebih dari 
40 pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan ARMAC. Pihak-pihak tersebut 
tidak hanya terdiri dari negara-negara non ASEAN, tetapi juga dari organisasi-
organisasi non-governmental. Beberapa negara-negara yang terlibat dengan 
program ARMAC diantaranya ialah, Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, 
Swiss, Swedia, UK, Turki, Italia, Rusia, dan lainnya. Beberapa NGO 
internasional juga turut ikut serta dalam kerjasama ARMAC antara lain, APOPO, 
HALO Trust, Mine Advisory Group (MAG), dan masih banyak lainnya. Selain 
mendapat dukungan dari luar, beberapa organisasi dalam kawasan seperti 
Cambodian  Mine    Action    and    Victim    Assistance    Authority    (CMAA), 
Cambodian Mine Action Center (CMAC), Myanmar MSWRR, NPMEC, NRA Lao 
PDR, TMAC, UXO Lao, VNMAC.  
 Adanya berbagai macam kerja sama dengan pihak-pihak internasional 
lainnya menandakan bahwa permasalahan RDAP dan ERW haruslah ditangani 
secara serius. Kerjasama-kerjasama yang terjalin tersebut secara kolektif 
menjadikan ARMAC sebagai instrumen dalam menyelesaikan permasalahan 
RDAP dan ERW di kawasan Asia Tenggara. Adanya berbagai perjanjian dan kerja 
sama menunjukkan keseriusan ARMAC dalam menjalankan program kerjanya 




keseluruhan untuk bersedia turun bersama dalam menyelesaikan 
permasalahan kemanusian yang diakibatkan oleh RDAP dan ERW tersebut. 
 Selain menjalin kerja sama dengan pihak-pihak internasional, ARMAC 
juga secara rutin mengadakan pertemuan komite dalam membahas 
perkembangan permasalahan RDAP dan ERW di kawasan Asia Tenggara. 
Situasi krisis kemanusiaan akibat masalah ranjau menjadikan ARMAC untuk 
semakin gencar menjalankan program kerjanya tersebut. Meskipun ARMAC 
telah menyusun program kerjanya serta menjalin kerja sama internasional, 
permasalahan RDAP dan ERW juga harus mendapat persetujuan dari negara-
negara terlibat. Dalam hal ini, jika ARMAC dengan NGO bekerjasama untuk 
melakukan training, namun negara yang seharusnya menjadi peserta training 
tidak menunjukkan persetujuannya maka terhambatlah program ARMAC 
tersebut. 
 Dengan adanya prinsip non-intervensi ASEAN, maka tidak ada yang bisa 
memaksakan negara anggota lainnya untuk turut serta dalam program kerja 
ARMAC maupun dalam kerjasama-kerjasama yang telah dibangun oleh ARMAC. 
Hal inilah yang kemudian dapat menjadi batu sandungan dalam penyelesaian 
permasalahan secara kolektif. Dalam menjalankan programnya, koordinasi 
antar anggota sangatlah diperlukan. Namun, koordinasi ini tidak begitu saja 
dengan mudah didapatkan. Lantaran negara-negara ASEAN sangatlah beragam 
sehingga situasi yang dihadapi pun berbeda-beda. Perbedaan itu tidak serta 
merta dapat diselesaikan dengan mudah. Adanya boundary yang harus dijaga 
menjadikan koordinasi antarnegara menjadi lebih kompleks. Secara teknis, 
upaya untuk mengurangi banyaknya jumlah wilayah yang terkena dampak 
RDAP dan ERW dilakukan dengan proses demining. Proses tersebut tidaklah 
dapat dilakukan dengan mudah, karena banyak alat dan juga skill tertentu yang 
diperlukan.  
 Oleh karena itu, salah satu kegiatan ARMAC yang terkesan lebih 
sederhana adalah dengan adanya pertemuan-pertemuan maupun seminar 
untuk mengajak masyarakat ASEAN lebih peduli terhadap isu RDAP dan ERW. 




masih menjadi fokus yang lebih utama dan darurat jika dibandingkan dengan 
isu kemanusiaan akibat RDAP dan ERW. Lantaran kondisi situasi yang 
berbeda-beda dihadapi oleh negara-negara ASEAN, maka pengaruh peran 
ARMAC pun berbeda pula. Di Kamboja sendiri isu RDAP dan ERW sangatlah 
diutamakan sehingga banyak program kerja yang dilakukan untuk mencapai 
penyelesaian. 
 Hal ini nampaknya berbeda dengan Vietnam, lantaran kondisi 
ketimpangan perekonomian yang sangatlah buruk menjadikan isu ini untuk 
diutamakan. Berdasarkan data statistik, pendapatan warga miskin semakin 
menurun dari tahun ke tahun, 18% di 2002, 15% di 2010, 14,9% di 2012, 
hingga 14,6% di 2018, sehingga isu ketimpangan menjadi sangatlah dominan 
(Pham & Riedel, 2019). Isu kesenjangan perekonomian di Vietnam telah menjadi 
topik hangat sejak beberapa dekade lamanya. Lantaran situasi yang dihadapi 
Vietnam tersebut, maka keaktifan partisipasi Vietnam dalam ARMAC masih 
belum optimal. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kurang efektifnya 
ARMAC bagi Vietnam dalam menangani isu RDAP dan ERW. 
 
Pemenuhan Public Goods Vietnam melalui ASEAN Regional Mine Action 
Center (ARMAC) 
 Dalam konstruksi pembentukan rezim internasional yang 
menggabungkan power dan interest memunculkan adanya partisipasi baik yang 
aktif maupun yang tidak aktif dari para anggotanya sebagai hal yang wajar. Hal 
ini dipicu oleh adanya sifat rasional negara yang memikirkan pemenuhan 
kebutuhannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, peran aktor dominan dalam 
sebuah rezim hendaknya diperlukan guna mendorong anggota lainnya agar 
dapat berperan aktif dan mendapatkan pemenuhan public goods dari adanya 
rezim tersebut. 
 Dalam isu permasalahan RDAP dan ERW, public goods yang dimaksudkan 
dapat berupa perlindungan terhadap warga negara atas bahaya yang dapat 
ditimbulkan oleh adanya amunisi-amunisi sisa perang tersebut. Salah satu 




kerjasama kawasan yakni berupa ARMAC. Tujuan bersama yang dimiliki oleh 
ARMAC telah dirasa mewakili keinginan negara anggota untuk menyediakan 
public goods bagi warga negaranya.  
 Sebagai rezim yang berada dibawah prinsip dasar payung ASEAN, maka 
wajar jika dalam ARMAC tidak terdapat salah satu aktor yang bertindak 
dominan untuk dapat mendorong anggota negara lainnya. Lantaran sifat 
seluruh anggota negara yang sama dan tidak melebihi lainnya, maka tidak ada 
aktor yang dapat menjadi pendorong anggota lainnya untuk mengikuti seluruh 
kegiatan maupun program kerja yang dijalankan oleh ARMAC. Hal ini dapat 
dilihat sebagai tidak adanya power dalam hubungan antarnegara anggota. Oleh 
sebab itu, anggota tidak dapat dipaksakan untuk turut berperan aktif dalam 
rezim tersebut. 
 Dengan melihat kondisi kawasan tersebut, maka pemenuhan terhadap 
public goods tidak dapat dicapai dengan mudah. Hal ini yang kemudian memicu 
kurang efektifnya rezim bagi anggotanya. Terkait dengan isu RDAP dan ERW, 
banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menangani permasalahan tersebut. 
ARMAC sendiri telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk 
mendorong tercapainya public goods yang diharapkan oleh negara anggota. 
Public goods yang diharapkan didapat dari ARMAC sendiri tidaklah dengan 
mudah dapat terpenuhi. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap 
warga negara dari bahaya senjata sisa perang yakni dengan melakukan proses 
demining. Namun dalam upaya untuk menjalankan proses demining banyak 
faktor yang harus dipertimbangkan.  
 Proses tersebut butuh pelatihan kepada individu yang akan terjun 
langsung ke lokasi dimana RDAP dan ERW berada. Meskipun alternatif lainnya 
telah dikembangkan untuk melakukan proses demining. Salah satunya adalah 
dengan melatih tikus untuk dapat mendeteksi letak sisa senjata perang 
tersebut. Namun begitu, proses pelatihan tikus tersebut dapat memakan waktu 
hingga delapan bulan lamanya (Kalan, 2014). Oleh karena itu, proses dengan 




resikonya. Perlengkapan yang diperlukan juga membutuhkan dana tersendiri. 
Hal ini yang kemudian memicu belum terpenuhinya public goods negara anggota 
termasuk Vietnam. Lantaran dana bantuan yang diperlukan tidak didapatkan 
dengan mudah. 
   
KESIMPULAN 
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tulisan ini menunjukkan bahwa 
penyebab ARMAC belum begitu efektif di Vietnam dapat dilihat melalui interest-
based theory dan juga power-based theory. Adanya common interest di awal 
pembentukan awal ARMAC menjadi pondasi dalam peresmian rezim tersebut. 
Namun seiring berjalannya waktu, lantaran adanya interest Vietnam lainnya 
yang masih terfokus pada isu darurat lainnya. Selain itu, kondisi perekonomian 
Vietnam juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang optimalnya ARMAC 
bagi Vietnam. Hal ini mengakibatkan partisipasi Vietnam yang bisa dibilang 
tidak seaktif negara lainnya, seperti Kamboja. Selain itu, sifat rasional sebuah 
negara juga mendorong negara tersebut untuk bertindak sesuai tuntutan yang 
dihadapinya. Oleh karena itu, Vietnam belum dapat memenuhi public goods 
yang diharapkan dapat dipenuhi melalui ARMAC.  
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